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DESA NANGA JEMAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DESA NANGA JEMAH
NOMOR 07 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA NANGA JEMAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NANGA JEMAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan

' pembangunan Desa yang berdaya guna dan berhasil
guna, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa
Tahun 2024;

b. bahwa ketentuan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu
membentuk Peraturan Desa tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Nanga Jemah
Tahun 2018 - 2024,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa,

8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1
Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan
Hak Asal Usul Dan Kewenangan Berskala Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2
Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Di Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 35
Tahun 2007 tentang Penyusunan Perdes;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9
Tahun 2007 tentang Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) di Desa dan Kelurahan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21
Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

14. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 13
Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus
Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 ;

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
146 tahun 2023 tentang Pengelokasian Dana Desa setiap
Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun
Amggaran 2024;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NANGA JEMAH
dan
KEPALA DESA NANGA JEMAH
MEMUTUSKAN :

etapkan : PERATURAN DESA NANGA JEMAH NOMOR 07 TAHUN
2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
NANGA JEMAH TAHUN 2024

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

am Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
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Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi
kewenangan di bidang penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa,
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut
dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan
Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan,
dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan
Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan desa.

. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan
pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan
oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan,
dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian
dan keadilan sosial.

. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,
serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan

data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan

berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan
lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang

meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana,

kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.

. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat

RPJM-Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka
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Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa,
adalah penjabaran dari RPJM-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi
bagian dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan
diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli
Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana
Alokasi Khusus.

Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan
fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang
tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi Piasak
Hulu-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB I
SISTEMATIKA Penyusunan RKP-Desa

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Desa Nanga Jemah Tahun 2024 disusun
dengan sistematika sebagai berikut :
Sistematika RKP-Desa adalah sebagai berikut:

BAB | PENDAHALUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
1.3. Landasan Hukum

BAB 11 EVALUA_SI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA
2.1 Kegiatan yang di Biayai dari APB Des

NN Vamintnn svvneme Ailhacvrse dad ATVEVITY

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

BAB Il GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
3.1. Pendapatan Desa
3.2, Belanja Desa
3.3. Pembiayaan

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
4.1. Rumusan Prioritas Masalah
4.2. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa

BAB V PENUTUP
LAMPIRAN 1. Proposal Teknis
. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

1
2
3. Pemeriksaan Proposal Teknis RAB
4. BA Penyusunan RKP Desa melalui Musdes
5. Pagu Indikatif Desa
6. Daftar Rencana Program/Kegiatan Pembangunan
Kabupaten yang Masuk ke Desa

7. Rancangan RKP Tatun 2024

8. DU-RKP-Desa Tahun 2025

9. BA Tentang Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa
10. BA Rancangan RKP Desa melalui Musrenbang Desa

). Isi dan uraian RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3
Rencan Kerja Pemerintah Desa Nanga Jemah Tahun 2023 merupakan
andasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa
lan masyarakat dalam pembangunan desa Tahun 2024

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3,
‘ laksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel golek pelaksana

Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Pelaksana Anggaran (DPA), serta
lipertanggungjawabkan oleh pelaksana kegiatan dalam forum Musyawarah
{ BAB III

i TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 5

nyusunan RKP-Desa berpedoman pada :

- hasil kesepakatan musyawarah Desa;

pagu indikatif Desa;

pendapatan asli Desa;

rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan

—— — —
. . .
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. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;
hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga

Pasal 6

Rencana RKP Desa dapat diajukan oleh Pemerintah Desa
Dalam menyusun RKP-Desa, pemerintah desa harus memperhatikan
dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembangan di masyarakat
yang diwadahi oleh LPMD
8). RKP-Desa yang berasal dari Pemerintah Desa disampaikan oleh Kepala
Desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPMD, Lembaga
Kemasyarakatan, PKK, KPMD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan
sebagainya
4). Setelah menerima rancangan RKP-Des, Pemerintahan Desa melakanakan
Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang
perencanaan pembangunan Sea.
). Jika RKP-Desa berasal dari Pemerintahan Desa, maka Pemerintahan
Desa mengundang LPMD, Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Agama,
Tokoh Masyarakat dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang Desa.
). Setelah dilakukan Musrenbag Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat
(4) dan (5), maka pemerintahan Desa menyelenggarakan rapat paripurna
yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta LPMD dan Lembaga
Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas
rancangan RKP-Desa yang dituangkan dalam peraturan desa.

7). Setelah mendapatkan persetujuan dari BPD, Pemerintahan Desa
- sebagiman dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan
RKP-Desa , serta memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan
yang ditunjuk untuk mengundangkan dalam lembaran desa.

BAB IV
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 7

). Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi para
anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMD atau
sebutan lain dam forum Musrenbang Desa.

). Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa dalam

perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
RKP-Desa dapat diubah dalam hal :

‘? ). terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis

Pasal 9

;: erubahan RKP-Desa sebagaimana dimaksul dalam pasal (7), dibahas dan
pakati dalam forum Musrenbang Desa dan selaniutnva ditetatokan denean
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Pasal 10

erdasarkan RKP-Desa ini makan disusun rencana APB Desa tah
un anggaran

Pasal 11

). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini .
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut olehe;ir?t{xméang n['l)engenai
). Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundxemgkanpellaL ose

gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
esa ini dengan penempatannya dalam Lembaran De};;rlgumiangan Peraturan

Ditetapkan di Ngnga Jemah
pada tanggal Juli 2023
ANGA JEMAH,

MAHRUS EFFENDI

i undangkan di Nanga Jemah
da tanggal 24 Juli 2023
ARIS DESA NANGA JEMAH

ANA
MB N DESA NANGA JEMAH TAHUN 2023 NOMOR 07
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